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Abstrak
Pemerintah daerah menghadapi tuntutan yang semakin meningkat untuk mendorong inovasi melampaui birokrasi rutin, namun kapasitas kebijakan yang diperlukan untuk tata kelola inovasi berkelanjutan masih kurang dipahami, terutama dalam konteks negara berkembang. Studi ini mengkaji kapasitas kebijakan melalui studi kasus mendalam Program Bantuan Inovasi Kota Bandung, sebuah inisiatif kunci yang bertujuan untuk memperkuat praktik inovasi di seluruh instansi pemerintah. Tujuan utama penelitian ini adalah memetakan dan menganalisis dimensi kapasitas di tingkat individu, organisasi, dan sistemik, termasuk kapasitas analitis, operasional, dan politik yang menentukan efektivitas tata kelola inovasi daerah. Secara akademis, penelitian ini membahas kesenjangan yang signifikan dalam literatur kapasitas kebijakan dengan menyediakan penilaian empiris terpadu yang memposisikan kapasitas kebijakan sebagai pendorong sekaligus penghambat inovasi sektor publik. Secara praktis, kasus Bandung menawarkan pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam melembagakan reformasi inovasi di tengah kompleksitas birokrasi, politik, dan sosial budaya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif dengan menggunakan analisis tematik wawancara, dokumen kebijakan, dan catatan organisasi. Pengodean tematik berpusat pada kerangka kerja kapasitas kebijakan untuk mengkaji konfigurasi dan interaksi kompetensi lintas tingkatan. Temuan-temuan utama mengungkap pola paradoks: meskipun Bandung memiliki sumber daya manusia yang kompeten, platform digital, dan legitimasi formal, masih terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan. Kapasitas analitis dan politik relatif stabil, sementara kapasitas operasional rapuh akibat masalah koordinasi informal, konflik peran, dan rendahnya motivasi pelaku inovasi garis depan. Fragmentasi juga terjadi antara perencanaan inovasi strategis dan praktik berbasis peristiwa yang tidak konsisten. Sebagai kesimpulan, studi ini memperluas kajian kapasitas kebijakan dengan menunjukkan secara empiris bagaimana kekuatan formal dapat hidup berdampingan dengan hambatan operasional dan budaya yang serius. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang memperkuat motivasi, kesadaran kolektif, dan jejaring pengetahuan untuk mendukung transformasi inovasi yang bermakna dalam tata kelola pemerintahan daerah.
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Abstract. 
Local governments face increasing demands to drive innovation beyond routine bureaucracy, yet the policy capacity necessary for sustainable innovation governance remains poorly understood, particularly in developing country contexts. This study examines policy capacity through an in-depth case study of Bandung City’s Innovation Assistance Program, a key initiative aimed at strengthening innovation practices across government agencies. The primary goal of this research is to map and analyze capacity dimensions at individual, organizational, and systemic levels including analytical, operational, and political capacities that determine the effectiveness of local innovation governance. Academically, this research addresses a significant gap in the policy capacity literature by providing an integrated empirical assessment positioning policy capacity as both an enabler and a constraint for public sector innovation. Practically, the Bandung case offers important lessons for local governments on institutionalizing innovation reforms amid bureaucratic, political, and socio-cultural complexities. The methodology employs a qualitative case study approach using thematic analysis of interviews, policy documents, and organizational records. Thematic coding centers on a policy capacity framework to examine the configuration and interaction of competences across levels. Key findings reveal a paradoxical pattern: although Bandung possesses competent human resources, digital platforms, and formal legitimacy, significant implementation gaps persist. Analytical and political capacities remain relatively stable, while operational capacity is fragile due to informal coordination problems, role conflicts, and low frontline innovation actor motivation. Fragmentation also exists between strategic innovation planning and inconsistent, event-based practice. In conclusion, this study expands policy capacity scholarship by empirically demonstrating how formal strengths can coexist with severe operational and cultural bottlenecks. Its findings underscore the need for holistic approaches that bolster motivation, collective awareness, and knowledge networking to support meaningful innovation transformation within local governance.
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PENDAHULUAN
Inovasi secara umum dipahami sebagai proses fundamental dalam penciptaan, pengembangan, dan penerapan ide, pendekatan, atau metode baru yang bertujuan menghasilkan nilai tambah, baik untuk pemecahan masalah maupun peningkatan kualitas hidup (Pedersen, 2020). Perlu dicatat bahwa inovasi tidak selamanya harus bersifat sepenuhnya baru (completely new). Seringkali, inovasi dapat terjadi melalui proses yang dikenal sebagai re-invention, yakni proses penemuan kembali inovasi secara orisinil dari jasa atau barang yang sudah ada sebelumnya (Joly, 2019). Ketika inovasi berhasil diadopsi dan didifusikan ke dalam masyarakat, knowledge stock atau modal pengetahuan sebuah negara akan terakumulasi. Akumulasi pengetahuan inilah yang menjadi fondasi esensial bagi pertumbuhan produktivitas, penciptaan kemakmuran, dan standar hidup publik yang lebih tinggi (Andhika, 2020; Hermawan et al., 2022).
Dalam konteks sektor publik, inovasi sejatinya bukanlah hal baru. Secara historis, diskursus ini telah dimulai sejak tahun 1980-an di Inggris, seiring dengan dikenalnya gerakan reinventing government atau New Public Management (Hendrawan, 2019). Dalam inovasi publik, penempatan masyarakat sebagai subjek bukan sekadar objek menjadi krusial. Nilai publik dan kontrol publik menjadi aspek sentral yang sangat bergantung pada kapasitas partisipasi masyarakat itu sendiri, guna mengoptimalkan dampak hadirnya inovasi (Meijer & Thaens, 2021). Oleh karena itu, dalam ranah tata kelola pemerintahan, inovasi tidak hanya dimaknai sebatas adopsi teknologi atau prosedur baru, melainkan harus dipandang sebagai pendekatan strategis untuk menciptakan solusi kebijakan yang responsif terhadap kompleksitas tantangan publik (Mergel, 2021; Wiryanto, 2020).
Inovasi berfungsi sebagai katalis bagi perubahan institusional dan peningkatan kualitas layanan, yang pada gilirannya akan mengangkat perubahan pada aspek rutinitas administratif serta mengembangkan kemampuan membangun kolaborasi lintas sektoral (Zambrano-Gutiérrez & Puppim de Oliveira, 2022). Inovasi bukanlah konsep sederhana, melainkan sebuah sistem yang multidimensional dan bersifat interaktif, yang melibatkan berbagai faktor, proses, serta aktor yang saling terhubung dan memanfaatkan beragam sumber daya (Wijaya et al., 2024). Sistem ini juga mengharuskan adanya kapasitas kepemimpinan yang kuat serta kemampuan koordinasi yang efektif (Destiana, 2023). Dalam konteks pemerintahan, adopsi inovasi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik sebagai instrumen utamanya. Keberhasilan inovasi, bahkan di sektor privat sekalipun, sering kali dipengaruhi oleh keberpihakan dan determinasi kebijakan pemerintah (Handrian & Novita, 2025).
Di Indonesia, agenda inovasi publik telah menjadi perhatian nasional seiring dengan desakan akan birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data (Purnomo et al., 2024). Eksistensi inovasi di sektor publik Indonesia telah memperoleh dukungan kuat, terutama melalui dorongan terhadap pengembangan inovasi di tingkat lokal atau daerah (Komarudin et al., 2024). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah dimaknai sebagai "segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah". Hal ini menuntut adanya pemahaman mendalam, keterampilan teknokratis, serta kapasitas pengetahuan yang memadai dari para aktor kebijakan.
Meskipun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan serius. Salah satu indikator krusial dalam keberhasilan inovasi adalah kualitas peraturan daerah yang menopangnya (Wagner & Fain, 2018). Namun, dalam praktiknya, tren inovasi kebijakan masih kerap diwujudkan sebatas peluncuran aplikasi digital baru yang sayangnya sering kali tidak berkelanjutan (Y. Wang et al., 2024). Fenomena ini begitu masif sehingga sejak tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghentikan operasional lebih dari 24.000 aplikasi milik instansi pemerintah karena dianggap tidak efisien dan hanya membebani anggaran (Uly, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa orientasi inovasi belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan dan dampak, melainkan lebih bersifat simbolik (Lapuente & Suzuki, 2020).
Kesenjangan antara kuantitas dan kualitas inovasi ini juga terlihat di tingkat regional. Provinsi Jawa Barat, misalnya, secara aktif mendorong budaya inovasi melalui Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) untuk mendorong kreativitas di lingkungan perangkat daerah. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 700 inovasi yang diikutsertakan (Jabarprov, 2024). Namun, data ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan; dari 1.200 inovasi yang didaftarkan, hanya 50 yang masuk kategori Top 50, dan hanya sebagian kecil yang berhasil direplikasi atau diimplementasikan secara berkelanjutan (Jaswita Jabar, 2024).
Konteks penelitian ini berfokus pada Kota Bandung, sebuah daerah yang secara historis memiliki reputasi kuat sebagai kota inovatif dan kreatif, bahkan masuk dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network (Sunjayadi, 2020). Ironisnya, Kota Bandung justru memperlihatkan tantangan dalam menjaga konsistensi inovasinya. Data Indeks Inovasi Daerah (IID) menunjukkan penurunan peringkat yang signifikan: dari peringkat 1 nasional pada 2018, menjadi peringkat 10 pada 2021, lalu anjlok ke peringkat 52 pada 2023, dan sedikit membaik ke peringkat 38 pada tahun 2024 (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, 2025). Posisi ini bahkan tertinggal dari daerah tetangga seperti Kabupaten Sumedang (peringkat 6) atau Kota Cimahi (peringkat 12).
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kapasitas kebijakan (policy capacity) Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola dan memastikan efektivitas inovasi daerah. Secara kelembagaan, Bapperida Kota Bandung telah membentuk sejumlah regulasi seperti Peraturan Walikota Bandung No. 65 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah dan Keputusan Walikota No. 070/Kep.061-Bappelitbang/2023 tentang Penunjukan Pamong Inovasi. Program asistensi inovasi juga diselenggarakan. Namun, dari 286 inovasi yang diidentifikasi, hanya 55 yang dinilai layak. Laporan hasil monitoring dan evaluasi 2024 mengonfirmasi bahwa IID Kota Bandung hanya mencapai predikat "Kota Inovatif", belum mencapai target "Sangat Inovatif". Skor kematangan 390 produk inovasi belum mencapai angka 80, dan pemahaman Pamong Inovasi terkait penyusunan proposal masih lemah.
Hal ini mengindikasikan bahwa penciptaan inovasi di Kota Bandung cenderung mengalami formalisasi; dikembangkan lebih sebagai pemenuhan administratif untuk memperoleh predikat atau mempertahankan peringkat IID, ketimbang didorong oleh urgensi menyelesaikan persoalan publik berbasis bukti. Orientasi ini berisiko menjauhkan esensi inovasi sebagai proses pembelajaran kebijakan (policy learning) dan kolaborasi berbasis pengetahuan (Alvarenga et al., 2020).
Dari perspektif teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka policy capacity, yang membagi kapasitas kebijakan ke dalam tiga dimensi utama: (1) Analytical capacity (kemampuan menghasilkan dan menggunakan pengetahuan), (2) Operational capacity (kemampuan kelembagaan mengelola proses kebijakan), dan (3) Political capacity (kapasitas membangun legitimasi dan koalisi) (Wu et al., 2015). Ketimpangan di Kota Bandung mencerminkan lemahnya integrasi ketiga kapasitas tersebut, yang menyebabkan munculnya kesenjangan policy capacity antara niat inovatif dan hasil kebijakan yang nyata (Saddi et al., 2023).
Kajian policy capacity di Indonesia sendiri masih terbatas. Penelitian sebelumnya (Aji & Kismartini, 2019) masih terfokus pada sumber daya kebijakan (kerangka Edward III) yang lebih menyoroti aspek operasional. Studi lain (Rahman et al, 2023), meskipun telah mengadopsi kerangka Wu et al., analisisnya masih bersifat deskriptif dan belum memperlihatkan hubungan antar dimensi serta kompleksitas antar aktor. Wacana policy capacity di Indonesia cenderung berhenti pada aspek operasional, sementara dimensi analitis dan politik yang krusial masih terabaikan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah policy capacity secara komprehensif dengan mengangkat studi kasus Program Asistensi Inovasi di Bapperida Kota Bandung. Program ini dipandang strategis sebagai upaya orkestrasi seluruh produk inovasi. Fokus utama penelitian ini adalah kapasitas kebijakan (analitis, operasional, dan politis) Bapperida sebagai institusi pengampu. Penelitian ini secara sadar tidak mengevaluasi luaran inovasi (produk), melainkan membatasi pada aspek kebijakan dan tata kelola inovasi sebagai proses institusional; yakni bagaimana pemerintah daerah membangun sistem, struktur, dan praktik kebijakan yang memungkinkan inovasi berbasis pengetahuan terjadi secara berkelanjutan.
Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kapasitas analitis, operasional, dan politik dalam penyelenggaraan Program Asistensi Inovasi Daerah Kota Bandung dapat dipetakan pada level individu, organisasi, dan sistemik? 2) Apakah kapasitas kebijakan tersebut selaras terhadap formulasi produk inovasi kebijakan berbasis pengetahuan? 3) Bagaimana strategi penguatan policy capacity yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola inovasi daerah menuju kebijakan berbasis pengetahuan yang berkelanjutan di Kota Bandung?.
TINJAUAN PUSTAKA
Posisi Penelitian dan Kajian Terdahulu
Penelitian ini diposisikan dalam diskursus ilmiah mengenai kapasitas kebijakan (policy capacity) dalam konteks tata kelola inovasi daerah. Kajian penelitian terdahulu menjadi landasan untuk memosisikan kontribusi penelitian ini. Studi mengenai policy capacity telah berkembang pesat, diawali dari konseptualisasi kerangka analisis tiga dimensi (analitis, operasional, politis) dan tiga level (individu, organisasi, sistemik) oleh Wu, Ramesh, & Howlett (2015). Perkembangan selanjutnya mencakup pergeseran teori menuju basis demand–supply yang menekankan pentingnya legitimasi publik (Brenton, Baekkeskov, & Hannah, 2023).
Studi-studi relevan menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan memiliki keterkaitan erat dengan desain kebijakan yang efektif (Mukherjee & Bali, 2019). Dalam konteks inovasi, peran policy innovation labs berbasis data terbukti memperkuat kapasitas analitik dan operasional, meskipun seringkali masih lemah secara politik (Kim, Wellstead, & Heikkila, 2023). Perspektif lain menyoroti pentingnya tata kelola inovasi berbasis wilayah (Morisson & Doussineau, 2019) dan pendekatan ekosistem inovasi (Bayramova, 2024).
Meskipun demikian, terdapat dua kesenjangan utama yang diidentifikasi. Pertama, adanya persoalan lemahnya keseimbangan policy capacity di level daerah (Rahman, 2023). Kedua, masih terbatasnya penelitian empiris mengenai policy capacity di negara berkembang (Cameron & Evans, 2024). Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menerapkan kerangka policy capacity secara komprehensif untuk menganalisis tata kelola inovasi di level pemerintah kota di Indonesia.

Landasan Teoritis
Sebagai grand theory, penelitian ini berpijak pada evolusi paradigma administrasi publik (Fukuyama, 2016; Kettl, 2015). Administrasi publik telah bergeser dari model Old Public Administration yang hierarkis (Frederickson et al., 2018; Hattke & Vogel, 2023) dan New Public Management (NPM) yang mengadopsi logika pasar, menuju paradigma New Public Service (NPS) (Denhardt & Denhardt dalam Kusnandar, 2019).
NPS muncul sebagai koreksi atas NPM, dengan menggeser orientasi dari efisiensi manajerial menuju penguatan nilai partisipasi warga, demokrasi deliberatif, dan kepentingan publik (Shafritz et al., 2022; H. Wang & Ran, 2023). Dalam paradigma ini, negara tidak lagi diposisikan sebagai regulator tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang memungkinkan proses ko-kreasi antara pemerintah dan warga (Røiseland et al., 2024). Pendekatan ini menuntut akuntabilitas horizontal melalui keterlibatan publik, bukan sekadar akuntabilitas vertikal birokrasi (Benson et al., 2021; Sakib, 2020).
Paradigma NPS ini sejalan dengan tuntutan administrasi publik kontemporer yang menekankan collaborative governance (Ansell & Gash, 2008; Hupe & Hill, 2007; Osborne et al., 2022). Untuk mewujudkan kolaborasi ini, organisasi publik dituntut menjadi learning organization (organisasi pembelajar) (Senge dalam Luhn, 2016). Organisasi harus mampu secara adaptif menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan sebagai respons atas tantangan baru (Heeks et al., 2014; Nugroho & Sujarwoto, 2021).
Sintesis antara NPS dan learning organization ini bermuara pada konsep knowledge-based governance (tata kelola berbasis pengetahuan) (Hidayati & Srimoeljanto, 2023). Dalam konteks desentralisasi (Pollitt, 2024), pemerintah daerah harus mampu menggunakan pengetahuan sebagai sumber daya strategis. Inovasi tidak lagi dilihat dari jumlah produk, tetapi bagaimana inovasi itu dirancang secara kolaboratif (Torfing et al., 2020a) dan didasarkan pada kebutuhan nyata (S. Lee, 2025).
Sebagai middle-range theory, kajian kebijakan publik menjembatani konsep abstrak NPS dengan praktik tata kelola. Kebijakan publik dipahami bukan sekadar dokumen formal, melainkan sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (Dye, 2013). Kebijakan adalah sebuah proses (M. S. J. Widodo, 2021) dan serangkaian tindakan purposif yang saling berhubungan (a purposive course of action) untuk memecahkan masalah (Timmermans, 2004; Anderson, 2011; P. R. Lee et al., 2003), bukan sekadar keputusan tunggal (Council et al., 2012).
Kebijakan publik adalah proses dinamis yang melibatkan pilihan, tujuan, dan dampak nyata (Dunn, 2018; Fischer & Miller, 2017; Head, 2022). Ia menjadi instrumen negara yang lahir dari proses berkesinambungan (Capano & Howlett, 2020) dan jembatan antara tujuan politik dengan implementasi (Suaib et al., 2022).
Di era kompleksitas saat ini, urgensi bergeser menuju kebijakan berbasis pengetahuan (knowledge-based policy) (A. Chang & Brewer, 2023). Pengetahuan diposisikan sebagai sumber daya strategis dalam setiap siklus kebijakan (Tornero et al., 2022), yang menuntut pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) (Carden, 2023) untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Teori ini menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana kebijakan inovasi daerah dijalankan oleh aktor lokal, dengan fokus pada kapasitas yang tersedia, bukan hanya pada output administratif.
Sebagai operational theory, penelitian ini menggunakan kerangka Policy Capacity. Konsep ini menjadi sentral seiring tuntutan agar pemerintah mampu menangani masalah yang semakin kompleks (Fukuyama, 2004; Hanson & Sigman, 2021). Penelitian ini secara spesifik mengadopsi kerangka komprehensif dari Wu, Ramesh, & Howlett (2015; 2018). Kerangka ini mendefinisikan policy capacity sebagai seperangkat keterampilan (competences) dan sumber daya (capabilities) yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kebijakan. Kapasitas ini dianalisis melalui tiga dimensi utama:
1. Analytical Capacity (Kapasitas Analitis): Kemampuan untuk menghasilkan, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan, data, dan informasi dalam proses kebijakan. Dimensi ini krusial untuk praktik evidence-based policy (Angel, 2015; Wu et al., 2017) dan pembelajaran lintas yurisdiksi (Howlett & Joshi-Koop, 2011). Kapasitas ini mencakup ketersediaan data, keterampilan analisis aparatur, dan penggunaan instrumen appraisal (Howlett, 2015).
2. Operational/Managerial Capacity (Kapasitas Operasional): Kapasitas organisasi untuk melaksanakan kebijakan secara efisien, termasuk mengelola sumber daya, proses, dan koordinasi lintas sektor (Howlett, 2023a; Peters et al., 2018). Kapasitas ini esensial untuk mengelola praktik co-production (Sorrentino et al., 2018) dan memastikan integrasi kebijakan lintas sektor (Cejudo & Trein, 2023; Adelle & Russel, 2013).
3. Political Capacity (Kapasitas Politik): Kemampuan untuk membangun legitimasi politik, memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memediasi kepentingan, dan menangani konflik (Pal et al., 2024). Tanpa policy acumen atau kecakapan politik, kebijakan yang superior secara teknis pun dapat gagal akibat resistensi (van Popering-Verkerk et al., 2022).
Ketiga dimensi kapasitas tersebut (analitis, operasional, politis) dipetakan ke dalam tiga level analisis yang berbeda: Individu (keterampilan dan kompetensi aparatur), Organisasi (sumber daya, rutinitas, dan SOP internal Bapperida), dan Sistemik (interaksi dan kolaborasi antar lembaga dalam ekosistem kebijakan) (Wu et al., 2015).


METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika policy capacity yang bersifat kompleks dan kontekstual dalam tata kelola inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di mana pemahaman mendalam terhadap proses dan makna lebih diutamakan daripada pengukuran statistik (Suryandari;, 2019). Studi kasus difokuskan secara spesifik pada Program Asistensi Inovasi Daerah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks kebijakan melalui narasi informan, dokumen, dan observasi.
Kerangka operasional penelitian ini didasarkan pada variabel utama Policy Capacity, yang diurai menggunakan kerangka konseptual Wu, Ramesh, dan Howlett (2015). Kapasitas kebijakan dianalisis melalui tiga dimensi utama: Kapasitas Analitis, Kapasitas Operasional, dan Kapasitas Politik. Ketiga dimensi ini dipetakan secara komprehensif pada tiga level analisis yang saling terkait: kapabilitas individu (perilaku dan kualifikasi aparatur), kapabilitas organisasi (kelembagaan internal instansi), dan kapabilitas sistemik (tata kelola dan ekosistem multipihak). Parameter empirik untuk kapasitas analitis mencakup kualifikasi aparatur dan ketersediaan knowledge management. Kapasitas operasional diukur melalui keterampilan manajemen proyek dan ketersediaan SOP serta mekanisme Monev. Kapasitas politik ditelaah melalui keterampilan negosiasi aktor dan persepsi publik terhadap legitimasi inovasi
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas. Metode utama meliputi: (1) Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci, teknis, dan pendukung; (2) Studi dokumentasi terhadap regulasi relevan (Perwal, Kepwal), SOP, proposal inovasi, dan laporan monitoring; serta (3) Observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung sebagai mentor dalam Program Asistensi Inovasi untuk mengamati dinamika interaksi secara langsung.
Informan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka. Informan terdiri dari Informan Kunci (Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida), Informan Teknis (Ketua Tim Pelaksana Program Asistensi), dan Informan Pendukung (Pamong Inovasi dari Perangkat Daerah dan Kewilayahan), dengan penentuan jumlah berdasarkan prinsip saturation point.
Seluruh data transkrip wawancara dan dokumen dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses ini melibatkan familiarisasi data, pengkodean, identifikasi dan pengelompokan tema berdasarkan dimensi policy capacity, hingga penarikan interpretasi naratif. Untuk membantu pengelolaan data dan visualisasi hubungan antar tema, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak pengolahan data kualitatif Atlas.ti 25.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil penelitian memetakan policy capacity Bapperida Kota Bandung dalam mengelola Program Asistensi Inovasi, sebuah inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas dan skor Innovative Government Award (IGA) melalui pembinaan, inventarisasi (via platform E-Lite), dan kurasi inovasi. Temuan awal menunjukkan tantangan operasional utama program ini adalah beban administrasi yang berat dalam pemenuhan evidence (bukti) inovasi, seperti SK Tim, bukti alokasi anggaran berkelanjutan (T-0/T-1/T-2), dan video penerapan, yang sangat menentukan skor kematangan inovasi.
1. Kapasitas Analitis (Analytical Capacity)
Kapasitas analitis menunjukkan temuan yang bervariasi. Di level individu, kapasitas aparatur Bapperida teridentifikasi kuat, di mana mayoritas personel kunci di Bidang Riset dan Inovasi memiliki kualifikasi akademik Magister yang relevan. Pada level organisasi, platform E-Lite telah dikembangkan sebagai sistem knowledge management untuk monitoring dan evaluasi. Namun, implementasinya belum optimal; fungsinya sebagai basis data terpusat masih tumpang tindih dengan pengumpulan data manual untuk pelaporan IGA. Di level sistemik, Majelis Pertimbangan Kelitbangan (Dewan Riset) yang melibatkan akademisi telah ada, namun perannya masih terbatas pada evaluasi post-hoc atas inovasi tertentu dan belum berfungsi sebagai supervisor strategis tata kelola inovasi secara keseluruhan.
2. Kapasitas Operasional (Operational Capacity)
Kapasitas operasional menunjukkan kesenjangan paling signifikan. Di level individu, kompetensi "Pamong Inovasi" (perwakilan inovator di Perangkat Daerah) coba ditingkatkan melalui Bimbingan Teknis. Namun, status mereka sebagai sukarelawan yang juga memiliki tugas pokok di instansi masing-masing menyebabkan partisipasi tidak konsisten. Temuan menunjukkan mereka cenderung fokus pada pemenuhan output administratif (kelengkapan evidence) daripada substansi inovasi.
Kelemahan ini diperparah di level sistemik, di mana temuan kunci menunjukkan absensi insentif struktural (finansial atau jenjang karir) bagi Pamong Inovasi. Bapperida berupaya mengatasi demotivasi ini melalui insentif simbolik (Pamong Inovasi Awards). Akibatnya, kapasitas operasional bersifat "asimetris": kuat secara prosedural (SOP tersedia), namun rapuh pada dimensi motivasi dan koordinasi sistemik. Di level organisasi, integrasi sistem (misalnya E-Lite dengan e-PPID) juga ditemukan belum terealisasi.
3. Kapasitas Politik (Political Capacity)
Kapasitas politik di level organisasi tergolong kuat. Bapperida berhasil mengadvokasi inovasi hingga menjadi indikator strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025-2029. Namun, di level individu, kapasitas ini rentan terhadap rotasi dan mutasi pimpinan di Perangkat Daerah, yang menghambat keberlanjutan. Relasi politik formal dengan DPRD terkait penguatan tata kelola inovasi juga ditemukan belum terstruktur. Di level sistemik, Kota Bandung memiliki legitimasi dan citra publik yang baik (melalui event Bandung Iconic). Akan tetapi, partisipasi publik yang otentik belum terinstitusionalisasi dan masih bersifat event-based.
Pembahasan
Pembahasan penelitian ini menguraikan temuan krusial mengenai kapasitas kebijakan (policy capacity) dalam tata kelola inovasi di Kota Bandung. Analisis tematik dan pemetaan data mengungkap adanya tiga disfungsi utama yang saling terkait, yang menghambat transformasi menuju kebijakan berbasis pengetahuan.
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Temuan pertama adalah adanya paradoks kapasitas. Di permukaan, fondasi struktural terlihat kuat: kapasitas analitis ditopang oleh aparatur (SDM) Bapperida yang berpendidikan tinggi (level individu) dan ketersediaan platform digital E-Lite (level organisasi). Namun, hal ini kontradiktif dengan implementasi di lapangan. Platform E-Lite belum terintegrasi optimal dan masih terjadi redundansi sistem, sementara internalisasi pengetahuan ke dalam rutinitas birokrasi masih sangat lemah.
Kedua, teridentifikasi adanya asimetri sistemik, di mana kapasitas operasional menjadi dimensi paling rapuh dibandingkan kapasitas analitis dan politik. Titik kritis dari kerapuhan ini terletak pada defisit insentif struktural di level sistemik. "Pamong Inovasi", yang menjadi motor penggerak inovasi di Perangkat Daerah, berstatus sebagai sukarelawan tanpa kompensasi yang jelas. Hal ini menimbulkan konflik peran ganda dengan tugas pokok mereka, yang berujung pada demotivasi dan inkonsistensi partisipasi. Akibatnya, kapasitas individu di level operasional terjebak dalam "output mindset"—fokus pada pemenuhan administrasi dan kelengkapan evidence untuk IGA, bukan pada substansi dan dampak inovasi.
Ketiga, temuan ini menunjukkan terjadinya fragmentasi kebijakan. Meskipun inovasi telah terintegrasi secara formal ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD (menunjukkan kapasitas politik organisasi yang kuat), praktiknya di lapangan masih bersifat event-based dan seremonial (misalnya, Bandung Iconic, Pamong Inovasi Awards). Partisipasi publik belum terinstitusionalisasi, dan legitimasi politik masih bergantung pada relasi personal pimpinan, bukan pada sistem yang mapan.
Analisis gap mapping menegaskan bahwa keselarasan menuju kebijakan berbasis pengetahuan terhambat oleh tiga kesenjangan: data yang terfragmentasi (analitis), prosedur kaku dan non-adaptif (operasional), serta dukungan yang bersifat ad-hoc (politis). Inti masalahnya, data dan informasi belum berfungsi sebagai katalis; data hanya dikumpulkan, tetapi tidak diinstitusionalisasikan menjadi pengetahuan untuk pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, strategi penguatan yang dirumuskan bukan sekadar pelatihan, melainkan roadmap institusionalisasi tiga fase. Strategi ini berfokus pada pembenahan fondasi (Fase 1: inventarisasi data dan pemetaan SDM), pengembangan kapasitas terintegrasi (Fase 2: pembangunan sistem informasi terpadu dan pelatihan critical thinking), dan pelembagaan (Fase 3: integrasi ke dalam regulasi dan benchmarking berkelanjutan) untuk mentransformasi praktik inovasi dari administratif-seremonial menjadi substantif-berkelanjutan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas kebijakan (policy capacity) Pemerintah Kota Bandung dalam tata kelola inovasi daerah, khususnya melalui Program Asistensi Inovasi, telah terbentuk namun menunjukkan ketidakseimbangan fungsional yang signifikan antara ketiga dimensinya (analitis, operasional, politis) di ketiga level (individu, organisasi, sistemik).
Kapasitas analitis teridentifikasi relatif kuat di level individu, ditopang oleh SDM Bapperida yang berpendidikan tinggi. Namun, kapasitas ini gagal terorkestrasi di level organisasi dan sistemik; platform digital E-Lite belum terintegrasi optimal sebagai basis data terpusat, dan peran Majelis Pertimbangan Kelitbangan belum diarahkan secara spesifik untuk mengawal tata kelola produk inovasi.
Kapasitas operasional merupakan dimensi paling rapuh. Meskipun di level individu Pamong Inovasi memiliki kompetensi teknis, motivasi mereka runtuh akibat beban administratif dan ketiadaan insentif formal. Kerapuhan ini bersumber dari defisit kapasitas di level sistemik, yakni ketiadaan mekanisme insentif struktural yang berdampak langsung pada menurunnya konsistensi partisipasi.
Adapun kapasitas politik menunjukkan kekuatan pada legitimasi formal, namun masih lemah dalam membangun trust building dan partisipasi publik yang substantif. Praktik pelibatan publik masih bersifat simbolik dan event-based, belum menjadi mekanisme kebijakan yang kontinu.
Kesenjangan ini berimplikasi langsung pada formulasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi inovasi belum sepenuhnya berbasis pengetahuan. Meskipun kapasitas analitis individu tersedia, prosesnya terhambat oleh fragmentasi data, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan dominasi pendekatan administratif. Kapasitas analitis yang ada belum berhasil diorkestrasi menjadi sistem pengetahuan kolektif yang menopang pengambilan keputusan.
Berdasarkan temuan tersebut, saran praktis utama bagi Pemerintah Kota Bandung adalah segera menindaklanjuti inisiatif penyaluran insentif struktural dan non-struktural bagi Pamong Inovasi untuk menjaga ritme kinerja dan mengatasi demotivasi. Selain itu, diperlukan penguatan sistem knowledge management lintas instansi dan pembangunan jejaring kolaboratif multipihak (Quad-Helix) untuk co-creation kebijakan, guna memperluas legitimasi publik melampaui seremoni formal.
Secara akademik, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian melalui analisis komparatif antar daerah, mengintegrasikan pendekatan mixed methods untuk mengukur hubungan kausalitas antar variabel kapasitas, serta mengeksplorasi pendekatan polycentric governance dan human-based governance untuk menyelaraskan formulasi inovasi dengan kebutuhan nyata masyarakat sebagai pengguna.
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